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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM 
PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI RUMAH 




Terjaminnya kepastian hukum yang adil bagi pembeli serta peran perusahaan 
pengembang/ developer yang dirasa cukup kredible dalam menyusun perjanjian 
pengikat jual beli haruslah berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang 
berlaku agar perlindungan hukum yang terkandung didalamnya bisa berlaku serta 
benar benar dilandasi dengan kesepakatan bersama dan diharapkan agar perjanjian 
pengikat jual beli dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah 
dikemudian hari terutama untuk pihak pembeli rumah. Ketidakjelasan dan 
pencantuman klausula eksonerasi dan materi perjanjian berat sebelah yang bersifat 
memberatkan pihak pembeli dalam perjanjian pengikat jual beli perlu diantisipasi 
serta pembeli selaku orang awam yang memiliki perilaku konsumtif tidak hanya 
diberi kebebasan dalam mempelajari isi perjanjian dan perlu diberikan 
pemahaman lalu penafsiran agar pembeli tidak terjebak pada isi perjanjian dari 
luarnya saja padahal didalamnya mengandung makna yang berbeda dalam 
klausula perjanjian pengikat jual beli tersebut. 
 





Ensuring legal certainty for the buyer as well as the role developer or developer 
who feels quite credible in drafting agreements binding sale and purchase shall 
by guided by the provisions of the laws in force in order that legal safeguards 
contained there in may apply and truly based on the collective agreement and it is 
expected that the agreement binding sale and purchase can go smoothly and do 
not cause problems in the future, especially for the home buyer. The lack of clarity 
and the inclusion of a clause on the exoneration and material agreements 
lopsided that are aggravating the purchaser in the agreements binding sale and  
purchase should be anticipated as well as the buyer as a layman who was 
consumer behavior not only given the freedom to read and learn about the 
contents of the agreement and should be given the understanding and 
interpretation so that buyer do not get stuck in content of the agreement from the 
outside even though it contains a different meaning in clause binding sale and 
purchase agreement. 
 





Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah 
perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang 
disadari dan tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi pemahaman 
tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak mengetahui ketentuan penting 
dalam hukum perjanjian. Mengacu juga pada ketentuan dalam Pembukaan 
Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada 
itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia”.1  
Landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan tidak terkecuali 
bagi orang orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti halnya 
transaksi jual beli.  Umumnya kita tidak benar benar menyadari bahwa apa yang 
kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat 
hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya 
perjanjian tersebut.  Jadi apapun yang kita lakuan dalam jual beli dapat dituntut ke 
muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya.  
Pada pokoknya substansi perjanjian itu merupakan kehendak dan 
keinginan para pihak yang berkepentingan.
2
 Dengan demikian susbtansi perjanjian 
dapat mencakup objek, hak dan kewajiban para pihak dan lainnya.  Setelah itu 
dalam Pasal 1315 KUH Perdata memberikan kita suatu pedoman terhadap siapa 
sajakah, suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung bahwa perjanjian 
mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti hak dan kewajiban yang 
timbul dalam perjanjian hanyalah untuk para pihak sendiri.
3
  
Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, 
baik perjanjian secara lisan dan tertulis. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak 
dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, artinya hukum 
perjanjian adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi 
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kepentingan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa 
datang yang bervariasi seperti jual beli.   
Pendapat ini mengkaji hukum perjanjian dari aspek mekanisme atau 
prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi hak yang timbul 
dalam pembuatan konsesus antara para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa 
menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan 
salah satu syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan dalan Pasal 1320 
KUH Perdata.   
Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya 
unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran 
(acceptance) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu perjanjian yang 
terutama untuk perjanjian bisnis seperti Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) yang 
dilakukan secara tertulis.  Fungsi perjanjian jika dilihat dari aspek yuridis adalah 
pertama mengatur hak dan kewajiban para pihak, kedua mengamankan transaksi 
bisnis, ketiga mengatur tentang metode penyelesaian sengketa yang timbul antara 
kedua belah pihak.  
Hak atas rumah dalam disiplin yang memadai (adequate housing) yang 
memiliki arti begitu penting karena tidak hanya mencakup sebuah bangunan 
beratap melainkan pemenuhan prinsip affordability, habitability, acessbility. Akan 
tetapi mencakup standar nasional HAM yaitu berupa material, fasilitas dan 
infrastruktur rumah itu sendiri. standar nasional juga menyatakan legal security of 
tenure yang menyatakan prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas 
rakyar atas rumah tersebut.
4
  
Perjanjian Pengikat Jual Beli merupakan implementasi Asas Kebebasan 
Berkontrak di mana para pihak dapat menentukan secara bebas keinginannya lalu 
dituangkan dalam klausula perjanjian. Dalam perkembangannya asas ini dapat 
mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya mencapai tujuannya yaitu 
mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki 
bargaining power yang seimbang.  Dalam kenyataannya hal tersebut sering terjadi 
demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk 
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melindungi para pihak yang lemah yang dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan dan campur tangan pengadilan melalui putusan-putusannya.  
Perjanjian Pengikat Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat di hadapan 
notaris.  Teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat syarat 
formal bagi kepastian hukum (Jack Beatson dan Daniel Friedman) sehingga perlu 
adanya pengaturan hukum yang tegas dalam menangani hal ini.  Negara yang 
menganut sistem common law, seperti di Amerika Serikat yang menerapkan 
doktrin promissory estoppels untuk memberikan perlindungan hukum kepada 
pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (reasonably 
relied) terhadap janji janji yang diberikan lawannya.
5
  
Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan 
ketidaksesuaian antara brosur dengan realita yang diterima pembeli dan 
memposisikan pembeli sebagai kelompok yang lemah daripada pengembang dan 
tidak jarang pula menyesatkan (mislead information) atau tidak benar serta salah 
satu oknum seperti developer yang tidak jarang dalam sebuah PT melakukan 
penggelapan dan penipuan. Padahal pembeli sudah terlanjur menandatangani 
PPJB dengan perusahaan pengembang.
6
  
Menyangkut perjanjian pengikat jual beli rumah ini menimbulkan 
permasalahan atau problematika yang merugikan konsumen/pembeli misal dalam 
cara pemasaran rumah baik pra jual atau saat transaksi itu sendiri.  Sejumlah 
kendala banyak ditemukan dikarenakan tidak ada peraturan perundang undangan 
yang signifikan dalam mengatur tentang perlindungan oleh pembeli rumah.   
Adanya praktek jual beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan 
diakomodasikan dalam dokumen hukum Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah, 
dasar pemikiran PPJB harusnya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak 
dalam menjalankan prestasi nya setelah itu baru disahkan oleh Notaris.  Keadaan 
ini sering mengecewakan konsumen dan seringkali penyelesaian complaint itu 
tidak wajar bagi pembeli yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan keluhan itu 
yaitu PPJB yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pembeli atau bisa 
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dikatakan klausula dalam PPJB terlalu berat sebelah karena kepentingan penjual 
lebih diutamakan.   
Kontrak sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang 
berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat 
bukti perlindungan untuk mengajukan sebuah tuntutan keadilan kepada pihak 
lainnya.
7
 Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli juga disertakan dengan akta 
autentik sebagai bentuk perlindungan hukum atau bisa disebut sebagai bukti 
bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, 
sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis menjadi tujuan dan 
keinginan para pihak, sebagai bukti sebagai kehendak para pihak.  Akta notariel 
merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu pernyataan yang termuat 
dalam akta notaris dalam pelegalan suatu perjanjian.  Sedangkan fungsi utama 
kontrak adalah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para 
pihak secara nyata. Dengan demikian pentingnya perlindungan hak hak konsumen 
dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah perlu diintensifkan secara spesifik.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis 
kemukakan pada penelitian ini adalah (1) Apa saja masalah yang sering dihadapi 
pembeli dan diakibatkan karena adanya perjanjian pengikat jual beli rumah dalam 
PT Fajar Bangun Raharja serta solusinya? dan (2) Bagaimanakah bentuk 
perlindungan hukum terhadap pembeli dalam kegiatan transaksi rumah yang 
berpedoman pada Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah (PPJB) PT.  Fajar Bangun 
Raharja?  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
permasalahan yang timbul terhadap pembeli dalam perjanjian pengikat jual beli 
rumah PT.  Fajar Bangun Raharja dan solusinya, dan (2) Untuk mengetahui 
perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian pe-ngikat jual beli rumah 
PT.  Fajar Bangun Raharja. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat tidak hanya bagi penulis pribadi akan tetapi bermanfaat bagi orang lain, 
adapun manfaat dari penelitian ini dirumuskan dalam dua hal yakni (1) Manfaat 
Teoritis. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan 
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yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum 
perjanjian baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara 
prakteknya, (2) Manfaat Praktis. Penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat 
bagi masyarakat luas dengan mengetahui masalah yang sering timbul dalam 
Perjanjian Pengikat Jual Beli dan mensosialisasikan bentuk perlindungan hukum 
terhadap pembeli dan dapat memberikan masukan terhadap implementasi tentang 
perjanjian pengikat jual beli rumah dilihat dari segi terpenuhinya perlindungan 
hukum yang pasti. 
 
2. METODE 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
sosiologis/empiris. Pada metode penelitian hukum empiris ini memiliki maksud 
yaitu peneliti akan menggunakan cara untuk menguji keyakinannya dengan 
mengolah data primer yang menunjang penelitian ini. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis 
masalah yang sering terjadi dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah bentuk 
perlindungan hukum serta berusaha memberikan dengan sistematis dan fakta-
fakta aktual dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam Perjanjian 
Pengikat  Jual Beli rumah di PT Fajar Bangun Raharja.  
Sumber data terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dan data 
sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer yang terdiri dari keterangan atau fakta secara langsung mengenai 
masalahyang sering terjadi dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli dan perlindungan 
hukum dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah PT Fajar Bangun Raharja.dan 
literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalis dengan metode analisis 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.  Masalah Jual Beli dan Diakibatkan Karena Perjanjian Pengikat Jual 
Beli (PPJB) rumah di  PT Fajar Bangun Raharja 
3.1.1 Adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengikat 
jual beli (PPJB) yang dibuat oleh PT Fajar Bangun Raharja Pada 2 
Pasal  
Perjanjian dalam Hukum Perikatan merupakan kesepadanan dari istilah 
“Overeenkomst” dalam bahasa belanda atau “Agreement” dalam bahasa inggris. 
Karena itu istilah “Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah 
“Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai 
pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.
8
   
Sebelum memasuki pengenalan lebih jauh tentang Perjanjian maka 
terlebih dahulu meninjau apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian 
tersebut menurut salah satu kamus bahwa kontrak adalah “sebagai suatu 
perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi atas 
wanprestasi terhadap kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai tugas/ 
kewajiban.” Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak ini 
(dalam hal ini disebut sebagai perjanjian) sebagai suatu perbuatan dimana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih vide 
Pasal  1313 KUH Perdata.
9
 
Dasar hukum dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah antara 
developer, perusahaan pengembang dengan konsumen, secara umum dibagi 
menjadi 2 (dua), yaitu:  
Pertama, Umum yaitu ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian jual beli 
yang diatur dalam KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian dalam KUH Perdata 
menganut sistem terbuka yang memungkinkan para pihak membuat suatu 
perjanjian sesuai dengan kehendaknya yang lebih dikenal dengan asas kebebasan 
berkontrak, yang mengandung arti bahwa setiap pihak dapat membuat suatu 
persetujuan dalam bentuk apapun secara sah sepanjang tidak bertentangan dengan 
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undang undang yang berlaku, kepentingan umum dan kesusilaan, mengikat para 
pihak-pihak yang menyetujuinya.  
Kedua, Khusus, yakni dasar hukum khusus di sini adalah ketentuan-
ketentuan mengenai perjanjian-jual beli rumah yang diatur dalam peraturan di luar 
KUHPerdata yangmeliputi: (1) Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan 
dan Pemukiman, (2) Undang-Undang No.  8/1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, dan (3) Kepmenpera No. 09/KPTS/1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang 
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.  
Menurut Kepmenpera No. 09/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan 
Jual Beli Rumah tanggal 23 Juni 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli 
Rumah yang mana didalamnya disebutkan adanya kedua pihak dalam perjanjian 
Perusahaan Perumahan yang berbentuk PT dan lainya disebut sebagai Penjual dan 
konsumen yang bertindak sebagai pembeli rumah selanjutnya disebut pembeli.  
Setiap adanya pengikatan jual beli rumah maka wajib mengikuti pedoman 
pengikat jual beli rumah yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
09/KPTS/1995 menentukan bahwa penjual akan melakukan penjualan atau 
melakukan pengikatan jual beli rumah wajib yaitu: (1) Surat ijin persetujuan 
prinsip rencana proyek dari Pemerintah Daerah setempat dan surat ijin lokasi dari 
Kantor Pertanahan/BPN dari Kabupaten/Kotamadya. Khusus untuk DKI Jakarta 
surat ijin penunjukan dan penggunaan tanah (SIPPT), (2) Surat Keterangan dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, bahwa yang bersangkutan (developer) 
telah memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman,  
(3) Surat ijin Mendirikan Bangunan.10 
Berdasarkan penelitian penulis mengenai uraian klausula/ pasal diatas jelas 
terdapat perbedaan denda yang dilakukan antara developer dan konsumen selaku 
pembeli unit rumah dengan memperhatikan Pasal 4 yang mewajibkan/ 
mengharuskan konsumen membayar denda sebesar 2% perhari dihitung dari 
tanggal jatuh tempo yang wajib dibayarkan bersama sama dengan jumlah pokok 
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pembayaran dan pembayaran yang telah jatuh tempo yang memiliki arti denda 
pembeli lebih besar daripada perusahaan pengembang itu sendiri. Dan apabila 
terjadi keterlambatan penyerahan tanah dan rumah oleh Pengembang kepada 
Pembeli, maka besarnya denda keterlambatan tersebut hanya 0.075% dan 
maksimal denda sebesar 5% (lima perseratus). Ini artinya berapapun lamanya 
Pengembang terlambat menyerahkan tanah dan bangunan kepada Pembeli, 
Pengembang hanya akan dikenakan denda tidak lebih dari 5% (lima perseratus) 
dari harga pokok yang telah disepakati.  
Pembatasan besarnya denda atas keterlambatan penyerahan tanah dan 
bangunan oleh Pengembang kepada Pembeli dalam PPJB, pada dasarnya 
merupakan cara dari Pengembang untuk menekan sekecil mungkin pengeluaran 
yang harus ditanggung ketika Pengembang tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya menyerahkan tanah dan bangunan pada waktunya.
11
 
3.1.2 Perjanjian Pengikat Jual  Beli yang Dibuat oleh PT Fajar Bangun 
Raharja di Surakarta Tidak Ditandatangani Notaris Selaku Pihak yang 
Melegalkan Perjanjian Tersebut  
Perjanjian Pengikat Jual Beli yang terdapat di PT Fajar Bangun Raharja 
tersebut jelas sekali bahwa tidak ada tanda tangan notaris yang berfungsi sebagai 
saksi dan yang melegalkan perjanjian tersebut. Pembeli tidak menyadari bahwa 
Perjanjian Pengikat Jual Beli yang diterimanya itu tidak ada tanda tangan atau cap 
dari notaris. 
Akta Notariil  bisa disebut dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dan 
dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan 
para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi 
akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, 
menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatanganinya adalah orang yang 
cakap dan berwenang.Sehingga perjanjian pengikatan jual beli tersebut 
mengesampingkan peranan notaries. 
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Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Eka Harjanto selaku Kepala 
Bagian Pemasaran PT Fajar Bangun Raharja dikaitkan dengan kedudukan hukum 
perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
kekuatan hukum dari perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat antara PT 
Fajar Bangun Raharja di Surakarta dengan pembeli adalah sama dengan kekuatan 
hukum yang dimiliki oleh akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
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3.1.3 Materi Perjanjian Pengikat Jual Beli PT Fajar Bangun Raharja 
Terlalu Berat Sebelah 
Selain klausula eksonerasi yang tercantum didalam perjanjian dan materi 
atau isi dari perjanjian pengikat jual beli secara tidak sadar bersifat memberatkan 
konsumen selaku pembeli dari rumah PT Fajar Bangun Raharja Pembeli sama 
sekali tidak dilibatkan dalam Pembuatan Perjanjian Pengikat Jual Beli. 
Seluruhnya bersifat menguntungkan developer/ perusahaan pengembang.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen perumahan, hal yang 
selalu menimbulkan persoalan dengan antara pengembang dengan konsumen 
adalah pengembang terlambat menyerahkan rumah dari jadwal yang telah 
ditentukan dan spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, 
akan tetapi penyelesaiannya selalu dilakukan dengan musyawarah. Apabila 
dengan musyawarah tidak tercapai maka diselesaikan melalui pengadilan, akan 
tetapi kenyataannya dalam praktek, persoalan-persoalan yang timbul antara 
pengembang dengan konsumen selalu diselesaikan dengan musyawarah. 
Hakekatnya setiap perjanjian harus bersifat wajar/fair terhadap kedua 
belah pihak, dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sepihak dengan 
cara merugikan pihak lain. Jadi wajarlah bila konsumen menginginkan bangunan 
rumah sesuai dengan yang diharapkan pada saat penyerahan, sedangkan 
pengembang di samping mendapatkan laba juga menghendaki agar pembayaran 
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Perlindungan Hukum dalam Transaksi Rumah pada Perjanjian Pengikat 
Jual Beli Rumah (PPJB) PT. Fajar Bangun Raharja 
Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek 
hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.Hak dan 
kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh 
hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan 
kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan 
sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan 
mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang 
bersangkutan merasa aman. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan 
belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 
Berdasarkan uraian di atas, orang yang lemah dimaksudkan yaitu 
masyarakat yang awam tentang hukum dan juga bagi masyarakat yang tidak 
mampu.Lemah disini artinya masyarakat memerlukan perlindungan dari 
tindakan–tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya. Perlindungan 
hukum yang dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif, artinya 
“ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan 
pelanggaran hukum. 
Upaya pencegahan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan-
aturan hukum yang bersifat normatif. Ada dua macam bentuk perlindungan 
hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif 
artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan 
sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma 
hukum dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum harus melihat 
tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara 
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anggota-anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang 
dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 
Selanjutnya, apabila dalam lingkup hukum perdata, developer yang 
melakukan wanprestasi bisa dituntut dengan tuntutan ganti rugi, pembatalan 
perjanjian, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara, maka dalam lingkup 
hukum pidana, debitur yang wanprestasi bisa dituntut melakukan tindakan 
penipuan, karena apa yang telah diperjanjikan ternyata tidak sesuai dengan apa 
yang telah diberikan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat 1,2 UUPK). Ketentuan ini merupakan 
upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 
Brosur, pamflet atau sejenis selebaran yang berisi tentang spesifikasi 
rumah sebelum penerbitan PPJB yang berisi penawaran menarik untuk menarik 
minat pembeli rumah  juga bisa dijadikan perlindungan hukum otentik untuk 
mengajukan tuntutan kepengadilan dengan Tindak Pidana penipuan yang tertera 
dalam syarat sahnya perjanjian dengan pokok perkara apabila kondisi beberapa 
tahun ke depan spesifikasi yang ditawarkan pada awalnya tidak sesuai dengan 
spesifikasi sekarang telah diterima pembeli berbeda jauh dengan apa yang telah 







Pertama, perjanjian pengikatan jual beli rumah di PT Fajar Bangun 
Raharja terdiri dari 9 pasal. Format perjanjian disiapkan oleh Pengembang secara 
sepihak dalam bentuk standar sehingga pembeli tidak memiliki posisi tawar selain 
menerima atau menolak perjanjian tersebut. Banyak masalah yang terjadi dalam 
pengikatan jual beli yaitu materi yang terkandung didalamnya berat sebelah  
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Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Pengembang dan Pembeli tidak di 
hadapan Pejabat yang berwenang (PPAT maupun Notaris), sehingga perjanjian 
tersebut merupakan akta di bawah tangan bukan merupakan akta otentik Terdapat 
beberapa substansi perjanjian yang membuka peluang pemahaman sepihak dan 
cenderung menguntungkan Pengembang. Selain itu juga terdapat klausul baku 
yang yang bertentangan dengan undang-undang dan klausul eksonerasi yang 
membatasi tanggung jawab Pengembang dan memberatkan pihak Pembeli. 
Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan, jika para pihak memiliki 
bargaining power yang seimbang. Bargaining Power yang tidak seimbang terjadi 
apabila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang 
lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang 
diajukan kepadanya. 
Kedua, mengenai tanggung jawab perusahaan pengembang/PT Fajar 
Bangun Raharja dalam berupaya memberikan perlindungan hukum yakni 
memberikan ganti rugi kepada pembeli yang telah dirugikan dan tidak hanya 
terpaku pada perjanjian pengikatan jual beli saja. Perlindungan hukum bagi 
pembeli bersifat mutlak dan dapat diminta pertanggungjawaban apabila pihak 
pengembang telah melakukan wanprestasi serta bisa dijadikan pedoman 
mengajukan tuntutan kepengadilan. 
Ketiga, mengenai segenap warga negara mempromosikan dan mendesak 
hak perumahan sebagai hak yang justiciable. Justisiabilitas hak rakyat atas 
perumahan mempunyai makna peluang bagi rakyat untuk menggunakan 
mekanisme hukum melalui jalurlitigasi dan non litigasi sebagai alat perlindungan 
dan pemenuhan hak atas perumahan, baik dengan melakukan gugatan atau 
megeksaminasi hak ini lewat pengadilan maupun mekanisme yudisial lainnya atau 
pun mediasi. 
4.2 Saran  
Pertama, bagi PT. Fajar Bangun Raharja hendaknya diperlukan peraturan 
hukum yang mengikat dan spesifik tentang pedoman pembuatan  Perjanjian 
Pengikat Jual Beli Rumah secara baku yang melarang keras pencantuman 
berbagai  klausula yang bersifat memberatkan pembeli dan menguntungkan 
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perusahaan pengembang dan memprioritaskan hak pembeli rumah serta 
mendapatkan perlindungan hukum yang layak dalam rangka mengantisipasi 
perusahaan pengembang/developer melakukan wanprestasi di kemudian hari.  
Kedua, bagi pembeli rumah agar menyelaraskan kesepakatan antara 
perusahaan pengembang dan pembeli sehingga dapat menciptakan keadilan bagi 
kedua belah pihak dalam suatu perjanjian pengikat jual beli. 
4.3 Persantunan 
Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas 
doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Dosen-dosen Fakultas Hukum 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, Kakak tersayang atas 
dukungan, doa dan semangatnya. Sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan 
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